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KATA PENGANTAR 
 

 

Sejak Tahun 2013, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah memanfaatkan Balanced 
Score Card sebagai tools dalam proses manajemen strategik yang diawali dari perencanaan 
hingga evaluasi dan pelaporan. Dengan BSC, unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik 
secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi 
KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada 
di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran 
berbasis kinerja. Dengan mengacu pada RPJMN 2025 – 2029, Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Kejawanan senantiasa mengupayakan seluruh rencana aksi yang ada dilaksanakan secara 
optimal, efektif dan efisien, sebagaimana mestinya dengan harapan target indikator kinerja yang 
terdapat pada RPJMN dapat tercapai dengan maksimal dan dilaporkan dalam bentuk Laporan 
Kinerja. 
Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan III Tahun 2025 ini 
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi 
Ditjen Perikanan Tangkap kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan 
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta 
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada Triwulan III Tahun 2025 
merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (base line) untuk menetapkan target pada tahun – 
tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reviu beberapa dokumen 
perencanaan di Tahun 2025, namun akan konsisten hingga akhir RPJMN di Tahun 2029. 
Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan III Tahun 2025 ini disertai 
dengan data dukung capaian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pelaporan kinerja 
ini. 
Kami berharap apa yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Kejawanan Triwulan III Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait 
dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 
pada Triwulan III Tahun 2025. 
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Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan III Tahun 2025 
menyajikan capaian strategis organisasi yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama 
(IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Dengan dukungan anggaran Rp74.398.980.000,- 
yang terealisasi sebesar Rp11.778.773.214,- atau 15,83% dari total pagu Tahun 2025. 
Sedangkan secara kinerja dengan hasil capaian sasaran strategis yang ditetapkan secara 
umum dan dapat memenuhi target dengan Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 
ditambahkan dengan Nilai Indikator Kinerja (IK) sebesar 117,68%. (Sesuai dashboard pada 
Aplikasi Kinerjaku pada Gambar 1). 

 

Gambar 1. Dashboard pada aplikasi Kinerjaku Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Triwulan III Tahun 2025 

Dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Kejawanan Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput ke 
dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, 
diperoleh nilai target Tahun 2025 yang mencapai angka 100% atau lebih adalah semua indikator 
kinerja sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja sebagai berikut : 

1.​ IK1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Rp. 
Juta) 

2.​ IK2 - Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 
(Ton) 

3.​ IK4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai) 
4.​ IK7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

(Nilai) 
5.​ IK8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal) 
6.​ IK11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan 

Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen) 
7.​ IK14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen) 
8.​ IK18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Kejawanan (Nilai) 
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Untuk 10 (sepuluh) Indikator Kinerja target yang ditetapkan menggunakan metode 
perhitungan tahunan sehingga capaian/realisasi indikator tersebut diperoleh pada akhir 
tahun, adapun indikator tersebut antara lain :  

 
9.​ IK3 – Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Persen) 
10.​IK5 – Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

(Persen) 
11.​IK6 – Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan (Persen) 
12.​IK9 - Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai) 
13.​IK10 – Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai) 
14.​IK12 – Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Nilai) 
15.​IK13 - Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

(Indeks) 
16.​IK15 – Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 

(Persen) 
17.​IK17 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara 

Kejawanan (Nilai) 
18.​IK16 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan (Nilai) 
 
Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada 
capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasikan untuk 
tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).  
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1.1.​ Latar Belakang 
Dalam mewujudkan penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas dari KKN 
menuju tercapainya pemerintahan yang 
bersih (clean governance) dan bertanggung 
jawab (good governance) diperlukan 
pertanggung jawaban dari penyelenggara 
negara yang dilaporkan pada akhir tahun 
anggaran dalam suatu Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah.  
 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 
sebagai Unit Pelaksana Teknis dari 
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah 
melaksanakan berbagai kegiatan guna 
mencapai tujuan pembangunan perikanan 
tangkap yakni meningkatkan produksi dan 
produktivitas usaha perikanan tangkap 
berbasis pengelolaan sumberdaya ikan yang 
berkelanjutan serta meningkatkan 
kesejahteraan nelayan.  
 
Enam kegiatan utama yang dilakukan yakni 
(1) pengelolaan sumberdaya ikan, (2) 
pembinaan dan pengembangan kapal 
perikanan, alat penangkap ikan dan 
pengawakan kapal perikanan, (3) 
pembangunan, pengembangan dan 
pengelolaan pelabuhan perikanan, (4) 
pengembangan usaha penangkapan ikan 
dan pemberdayaan nelayan kecil, (5) 
pelayanan usaha perikanan tangkap yang 
efisien, tertib dan berkelanjutan, dan (6) 
peningkatan dukungan manajemen dan 
pelaksanaan tugas teknis.  
 
 
 

 
 
Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Kejawanan disusun oleh setiap 
unit kerja yang menyusun perjanjian kinerja 
yakni dengan menyajikan informasi tentang; 
(1) uraian singkat tentang unit kerja, (2) 
rencana dan target kinerja yang ditetapkan 
oleh unit kerja dengan atasan unit kerja, (3) 
pengukuran kinerja, dan (4) evaluasi dan 
analisis kinerja untuk setiap sasaran 
strategis atau hasil program dan kegiatan 
serta kondisi terakhir yang seharusnya. Oleh 
karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Kejawanan setiap tahunnya telah melakukan 
penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana 
format yang telah ditetapkan. Ukuran 
keberhasilan dilakukan melalui pencapaian 
indikator kinerja utama (IKU) yang dapat 
menggambarkan kinerja utama Pelabuhan 
Perikanan Nusantara Kejawanan. 
 
1.2.​Gambaran Umum 
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 
mempunyai peranan yang sangat strategis 
dalam usaha pengembangan usaha 
perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau 
sentra kegiatan perikanan terutama yang 
berada di wilayah Kota Cirebon Provinsi 
Jawa Barat. Pelabuhan Perikanan 
Nusantara Kejawanan selain merupakan 
penghubung antara nelayan dengan 
pengguna hasil perikanan laut, baik 
pengguna langsung maupun tidak langsung 
seperti pedagang, pabrik pengolah dan 
lain-lain, juga merupakan tempat 
berinteraksinya berbagai kepentingan 
masyarakat pantai yang bertempat di sekitar 
Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Kejawanan.  
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Selain itu, Pelabuhan Perikanan juga 
merupakan titik temu (terminal point) yang 
menguntungkan antara kegiatan ekonomi di 
laut dengan kegiatan ekonomi darat.  
 
Pembangunan PPN Kejawanan Cirebon 
dirintis pada tahun 1976 tetapi baru intensif 
pelaksanaan pembangunannya mulai tahun 
anggaran 1994/1995. Pembangunannya 
dilaksanakan secara bertahap sesuai 
dengan anggaran yang tersedia, di mana 
sumber anggaran berasal dari APBN, 
APBD, ZEEI dan OECF. Dalam pelaksanaan 
pembangunannya diprioritaskan pada 
Fasilitas Pokok seperti Penahan 
Gelombang, Dermaga, Kolam dan Alur 
Pelayaran, Rambu Navigasi, Jalan Masuk 
dan Jalan Komplek, TPI dan lain-lainnya. 
Setelah melewati tiga tahun anggaran yaitu 
tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996 dan 
1996/1997 PPN Kejawanan pada bulan Mei 
1997 dioperasionalkan dengan status Uji 
Coba yang diresmikan oleh Gubernur Jawa 
Barat Bapak R. Nuriana, walaupun dengan 
fasilitas yang masih minim. 
 
Pengembangan PPN Kejawanan Cirebon 
diupayakan untuk mewujudkan harapan, 
menjadikan Kota Cirebon sebagai Kota 
Udang, Pusat kegiatan perikanan di Pantai 
Utara bagian Timur Provinsi Jawa Barat. Hal 
ini dapat dimungkinkan karena Kota Cirebon 
cukup mempunyai potensi untuk 
mewujudkan harapan tersebut, baik dilihat 
dari segi potensi perikanan maupun dari 
segi pendukung lainnya, seperti sarana dan 
prasarana penunjang kegiatan perikanan, 
perhubungan/transportasi, telekomunikasi, 
listrik, Air PDAM, sumber daya manusia dan 
lain-lain. 

Gambar 2. Master Plan PPN Kejawanan 

1.3.​Tugas dan Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas tersebut 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan 
menyelenggarakan fungsinya:  

1.​ Penyusunan rencana program dan 
anggaran, pemantauan dan evaluasi 
pelabuhan perikanan;  

2.​ Pelaksanaan pengaturan 
keberangkatan, kedatangan dan 
keberadaan kapal perikanan di 
Pelabuhan Perikanan;  

3.​ Pelaksanaan pelayanan penerbitan 
Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan 
dan Keberangkatan Kapal Perikanan;  

4.​ Pelaksanaan pemeriksaan Log Book;  
5.​ Pelaksanaan pelayanan penerbitan 

Surat Persetujuan Berlayar;  
6.​ Pelaksanaan penerbitan Sertifikat 

Hasil Tangkapan Ikan;  
7.​ Pelaksanaan pengawasan pengisian 

bahan bakar;  
8.​ Pelaksanaan pembangunan, 

pengembangan, pemeliharaan, 
pendayagunaan dan pengawasan 
serta pengendalian sarana dan 
prasarana;  
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